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Abstrak

Undang undang wajib daftar perusahaan adalah merupakan suatunperaturan yang secara jelas
melandasi pengaturan dan pembinaan serta pengembangan dunia usaha di Indonesia. Pengaturan
dan pembinaan serta pengembangan dunia itu sendiri pada dasarnya untuk menjamin adanya
kegiatan usaha yang baik dan sehat dalam rangka mewujudkan kemakmuran masyarakat sesuai
dengan amanat dalam UUD 1945. Rumusan masalah yang akan dibahas disini adalah 1). Apakah
yang dimaksud dengan wajib daftar perusahaan? 2). Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap
ketentuan undang undang tentang wajib daftar perusahaan khususnya pasal 32,33 dan pasal 34 dan
dalam hukum islam termasuk dalam bidang apa? Dalam pembahasan ini digunakan metode
diskriptif analitik yaitu mengemukakan data data tentang ketentuan undang undang wajib daftar
perusahaan khususnya data tentang ancaman hukumannya pasal 32,33 dan pasal 34 kemudian
dianalisa dicari jalan pemecahannya dengan menganalisa dari segi hukum islam, sehingga dapat
diketahui hasilnya tentang tinjauan hukum islam terhadap ketentuan undang undang tentang wajib
daftar perusahaan. Verifikatif dengan menghubungkan teori tentang dasar penetapan hukum islam
khususnya dalam bidang jinayah dengan data ketentuan dalam undang undang wajib daftar
perusahaan yaitu pasal 32,33 dan pasal 34. Kesimpulan dalam pembahasan ini adalah dengan wajib
daftar perusahaan adalah kewajiban setiap pengusaha untuk mendaftarkan perusahaan secara resmi
menurut Kketentuan undang undangyang di sahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor
pendaftaran perusahaan. Islam memandang bahwa ketentuan undang undang tentang wajib daftar
perusahaan yang disertai dengan ancaman hukuman bagi para pelanggarnya yaitu yang terdapat
dalam pasal 32,33 dan pasal 34 UWDP adalah sesuai dengan ketentuan dalam hukum islam,
ancaman hukuman dalam undang undang tersebut dalam hukum islam dapat digolongkan dalam
hukuman ta'zir dimana keputusannya selalu diserahkan kepada penguasa atau pemerintah.
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